BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah DIY
melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga berupaya dengan
maksimal untuk membentuk kebijakan dan mekanisme pelaksanaan PPDB
khususnya sistem zonasi berdasarkan regulasi yang ada dan prinsip —
prinsip serta asas penerimaan peserta didik. Disdikpora DIY dalam
pelaksanaan PPDB sistem zonasi turut bekerja sama dengan berbagai
instansi dan pihak terkait untuk menciptakan sistem PPDB yang
transparan, adil, dan akuntabel.

Pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi
di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkat menengah pada umumnya
berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui
berbagai kendala dan tantangan. Kendala dan tantangan yang ada
melatarbelakangi terjadinya praktik curang dalam pelaksanaan PPDB
sistem zonasi.

Peran Pemerintah Daerah DIY dalam mengatasi praktik curang yaitu
menyusun kebijakan yang tepat, melakukan pengawasan, verifikasi dan
validasi yang ketat, evaluasi rutin, serta penyediaan posko pengaduan
PPDB. Lembaga Ombudsman DIY dan Ombudsman RI Perwakilan DIY

juga turut membantu dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian
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terkait pengaduan dan laporan — laporan yang masuk terkait pelaksanaan

PPDB sistem zonasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan

melalui penelitian ini, yaitu:

1.

Sistem zonasi PPDB di DIY dapat tetap terus diterapkan dengan
melakukan penyempurnaan kriteria zonasi pada peraturan yang telah
ditetapkan. Penentuan zona perlu mendalami karakteristik wilayah
dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian berkala terhadap
kriteria zonasi berdasarkan kepadatan penduduk, jumlah lulusan
yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA, dan ketersediaan daya
tampung sekolah.

Pada penerapan sanksi administratif, diperlukan aturan yang tegas
mengenai pemberian sanksi pada pelaku praktik curang sistem zonasi
PPDB. Pemberian sanksi diutamakan diberikan kepada orang tua
atau wali yang terlibat, begitu pula dengan sekolah yang terbukti
membantu pelaku dalam melakukan praktik curang. Oleh karena itu,
dibutuhkan sanksi yang tegas dan tertulis kepada para pihak yang

terkait dalam praktik curang pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
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